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DAFTAR PERTANYAAN:

1. Keterbukaan Informasi

➢ Tahap Perencanaan

1) Apakah pemerintah desa menyampaikan informasi awal mengenai jumlah 

dan rencana penggunaan Dana Desa kepada masyarakat secara terbuka?

2) Bagaimana bentuk penyampaian informasi rencana program pembangunan 

desa kepada masyarakat?

3) Apakah dokumen RKPDes dan APBDes diumumkan secara transparan dan 

mudah diakses oleh warga?

4) Apakah papan informasi atau media publik digunakan untuk menampilkan 

program prioritas desa?

➢ Tahap Pelaksanaan

1) Apakah pemerintah desa memberikan informasi secara berkala tentang 

pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada masyarakat?

2) Apakah papan proyek memuat rincian seperti nilai anggaran, waktu kerja, 

dan sumber dana?

3) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memantau 

kegiatan pembangunan yang sedang berjalan?

4) Apakah masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui perubahan 

dalam pelaksanaan program?

➢ Tahap Evaluasi

1) Apakah hasil kegiatan dan realisasi anggaran dipublikasikan secara terbuka 

kepada masyarakat?

2) Bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa?

3) laporan keuangan dan hasil pembangunan tersedia dalam bentuk yang 

mudah dipahami masyarakat?

4) Apakah masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap laporan 

pertanggungjawaban pemerintah desa?
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2. Aksesibilitas Informasi

➢ Tahap Perencanaan

1) Apakah informasi tentang rencana penggunaan Dana Desa dapat diakses 

oleh semua warga tanpa batasan kelompok tertentu?

2) Apakah waktu dan tempat musyawarah desa diatur agar semua lapisan 

masyarakat bisa hadir?

3) Apakah media penyampaian informasi (seperti papan pengumuman, baliho, 

atau grup WhatsApp desa) dapat dijangkau oleh warga?

4) Apakah masyarakat mengetahui kepada siapa harus meminta informasi 

tentang rencana kegiatan desa?

➢ Tahap Pelaksanaan

1) Apakah masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan 

program tanpa prosedur yang rumit?

2) Apakah pemerintah desa bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan 

atau permintaan informasi dari masyarakat?

3) Apakah informasi disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi, 

bukan hanya di kantor desa?

4) Apakah warga merasa bahwa akses terhadap informasi selama pelaksanaan 

program bersifat terbuka dan tidak diskriminatif?

➢ Tahap Evaluasi

1) Apakah masyarakat dapat dengan mudah mengakses laporan realisasi 

keuangan Dana Desa?

2) Apakah pemerintah desa menanggapi permintaan data publik dengan cepat 

dan terbuka?

3) Apakah hasil evaluasi kegiatan diumumkan di tempat yang mudah 

dijangkau masyarakat?

4) Apakah tersedia media publik (misalnya papan informasi atau website desa) 

untuk melihat hasil pelaporan keuangan dan pembangunan?

3. Partisipasi Masyarakat
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➢ Tahap Perencanaan

1) Apakah masyarakat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan prioritas 

program dan rencana kerja desa (RKPDes)?

2) Apakah warga diberi kesempatan untuk mengajukan usulan atau pendapat 

dalam musyawarah desa?

3) Apakah kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat marginal turut 

berpartisipasi dalam proses perencanaan?

4) Apakah hasil musyawarah desa mencerminkan aspirasi masyarakat secara 

menyeluruh?

➢ Tahap Pelaksanaan

1) Apakah masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, 

misalnya dalam bentuk gotong royong atau tenaga kerja lokal?

2) Apakah warga memiliki kesempatan memberikan masukan selama kegiatan 

berlangsung?

3) Apakah komunikasi antara pelaksana kegiatan dan warga desa berlangsung 

secara terbuka dan dua arah?

4) Apakah masyarakat turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan proyek 

Dana Desa?

➢ Tahap Evaluasi

1) Apakah masyarakat dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban Dana Desa?

2) Apakahwarga dapat memberikan kritik atau saran terhadap hasil 

pembangunan desa?

3) Apakah terdapat forum publik atau pertemuan khusus untuk menilai capaian 

dan kendala pelaksanaan program?

4) Apakah masukan masyarakat dipertimbangkan dalam penyusunan laporan 

akhir dan perencanaan berikutnya?


